ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas peningkatan
kesejahteraan para pekerja dengan berlakunya kembali Upah Minimum Sektoral ke
dalam sistem hukum ketenagakerjaan, untuk dapat mendeskripsikan dan
menganalisis pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan pekerja dengan
berlakunya kembali Upah Minimum Sektoral melalui Keputusan Gubernur Nomor
561/45 Tahun 2024 Gubernur Jawa Tengah, dan dapat mendeskripsikan strategi
yang dalam implementasi Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah dikaitkan
dengan peningkatan kesejahteraan buruh.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui
studi pustaka. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk
menganalisis kesejahteraan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri dan
Keputusan Gubernur, dengan berfokus pada fakta, pengalaman, dan observasi.
Analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara untuk menggambarkan
kesesuaian antara norma hukum positif dan realitas sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peningkatan kesejahteraan
pekerja melalui Upah Minimum Sektoral berlandaskan pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024,
serta Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024. Pertimbangan
utamanya mencakup kesetaraan dan perlindungan tenaga kerja, penyesuaian
dengan dinamika ekonomi lokal, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan
pekerja, serta penguatan daya saing sektor unggulan. Selain itu, penerapan UMSK
juga memperhatikan keahlian khusus yang dimiliki pekerja berdasarkan sertifikasi
dan spesifikasi kemampuan sektoral. Strategi implementasinya dilakukan melalui
sosialisasi dan pembinaan sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran,
sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem
pengupahan yang adil.
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